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Perkembangan teknologi dan digitalisas membuat pemrosesan data pribadi semakin kompleks dan
seringkali melibatkan lebih dari satu pihak yang melakukan pemrosesan data. Konsep pengendali data
bersama atau Joint Controller hadir untuk mengakomodasi kondisi tersebut dimana para pengendali nantinya
berbagi kontrol dalam menentukan tujuan dan cara pemrosesan data. Meskipun konsep ini mengatur adanya
pembagian tanggung jawab antara pengendali data tetapi dalam praktiknya masih timbul kerancuan
mengenai bagaimana menentukan para pihak termasuk dalam kondisi Joint Controller dan besaran
pembagian pertanggungjawaban para pengendali apabilaterjadi pelanggaran data. Terdapat contoh kasus di
Uni Eropa seperti kasus Fashion ID dan Wirtschaftsakademie yang menunjukkan bahwa pihak yang tidak
langsung mengendalikan atau memiliki kontrol terhadap data juga dapat dianggap sebagai Joint Controller
meskipun tidak terdapat perjanjian secara eksplisit oleh para pihak dalam menentukan tujuan pemrosesan
data. Tentunya, hal ini menimbulkan kerancuan bagi para pihak yang terlibat dalam Joint Controller
nantinya. Oleh karenaitu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana menentukan para pihak
termasuk dalam Joint Controller dan pembagian pertanggungjawabannya apabila terjadi pelanggaran data.
Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan menggunakan studi komparatif yang akan membahas
bagaimana konsep dan pertanggungjawaban Joint Controller antara Indonesia dan Uni Eropa merujuk
kepada dua kasus yang terjadi di Uni Eropa. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki aturan dan
penjelasan lebih lanjut terkait konsep pertanggungjawaban Joint Controller apabila dibandingkan di Uni
Eropa yang telah memiliki pedoman dan penjelasan lebih lengkap. Oleh karenaitu, Pemerintah Indonesia
dan lembaga pelindungan data pribadi sepatutnya dapat membentuk suatu pedoman khusus untuk
menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam konsep Joint Controller dan bagaimana mekanisme
pembagian pertanggungjawabannya.

...... The devel opment of technology and digitalisation has made the processing of personal data more
complex and often involves more than one party performing data processing. The concept of joint controller
exists to accommodate this condition where the controllers will share control in determining the purposes
and means of data processing. Although this concept regulates the sharing of responsibility between data
controllers, in practice there is till confusion about how to determine the parties included in the Joint
Controller condition and the amount of responsibility sharing of the controllersin the event of a data breach.
There are examples of cases in the European Union such as the Fashion ID and Wirtschaftsakademie cases
that show that parties that do not directly control or have control over data can also be considered as Joint
Controllers even though there is no explicit agreement by the parties in determining the purpose of data
processing. Of course, this creates confusion for the partiesinvolved in the Joint Controller later. Therefore,
this research aims to analyse how to determine the parties included in the Joint Controller and the division of
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liability in the event of a data breach. This research uses the doctrinal method and uses a comparative study
that will discuss how the concept and liability of the Joint Controller between Indonesia and the European
Union refer to two cases that occurred in the European Union. It can be concluded that Indonesia does not
have further rules and explanations regarding the concept of Joint Controller liability when compared to the
European Union which has more complete guidelines and explanations. Therefore, the Government of
Indonesia and personal data protection institutions should be able to form a specia guideline to determine
the responsible party in the Joint Controller concept and how the mechanism for sharing responsibility.



